WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR '8 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 77 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

: a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan

tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 77);

. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian
Administrasi Kependudukan maka Peraturan Wali Kota
tersebut perlu diubah dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Padang Nomor 77 tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dmas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3164);



Menetapkan

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019

tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
104);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor
87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita
Daerah Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 77 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2016
tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Tahun 2016
Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik
daerah dan barang milik negara.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah :



prRot o

. melakukan identifikasi dan menghimpun peraturan perundang-

undangan yang dibutuhkan dalam urusan persuratan, tata usaha,
kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga,
dan penataan barang milik daerah dan barang milik negara;

. melakukan perumusan kebijakan teknis dalam urusan persuratan,

tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan,
rumah tangga, dan penataan barang milik daerah dan barang milik
negara;

. melakukan inventarisasi jenis-jenis blangko dan formulir yang

dibutuhkan dalam persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang
milik daerah dan barang milik negara;

. mengkoordinir pelaksanaan administrasi dan pendistribusian surat

masuk dan keluar;

. melakukan administrasi dan legalisasi dokumen kepegawaian;

melakukan tata kelola kearsipan;

. melakukan administrasi kepegawaian;
. melakukan administrasi pelaksanaan perjalanan dinas;

mengolah dan menyusun data analisa jabatan dan analisa beban
kerja;

. melakukan penataan dan administrasi barang milik daerah dan

barang milik negara;

. melakukan urusan rumah tangga dinas;

melakukan pemeliharaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional
dinas; dan

. melaksanaan tugas dukungan terhadap penyelenggaran Pemerintah

Daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) ditambahl (satu) huruf yakni huruf i sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam menyiapkan rumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

(3)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

a.

b.
c.

o

melaksanakan penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran
penduduk;

melaksanakan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;

. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;
. melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran
penduduk;

. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran

penduduk;



h. melaksanaan tugas dukungan terhadap penyelenggaran Pemerintah
Daerah; dan

i. melakukan administrasi dan legalisasi dokumen kependudukan.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 13

Seksi Pendataan Peduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Seksi Pendataan Peduduk mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, serta pelaksanaaan pendataan

penduduk.

Penjabaran tugas Seksi Pendataan Peduduk sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah :

a. melakukan penyiapan bahan perencanaan dalam pendataan
penduduk;

b. melakukan perumusan kebijakan teknis dalam pendataan penduduk;

c. melakukan pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan pendataan
penduduk;

d. melakukan pendataan penduduk tingkat kota, kecamatan, dan
kelurahan;

e. melaksanaan tugas dukungan terhadap penyelenggaran Pemerintah
Daerah; dan

f. melakukan administrasi dan legalisasi dokumen kependudukan.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 14

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a. melaksanakan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;

b. melaksanakan kebijakan teknis pencatatan sipil;

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil;

d. melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;

e. melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan
sipil;

h. melaksanaan tugas dukungan terhadap penyelenggaran Pemerintah

Daerah; dan



i.

melakukan administrasi dan legalisasi dokumen kependudukan.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga
Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Seksi Kelahiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Seksi Kelahiran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, koordinasi, serta pelaksanaan pelayanan pencatatan
kelahiran.

Penjabaran tugas Seksi Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah :

(2)

a.

melakukan penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan pencatatan
kelahiran;

b. melakukan perumusan kebijakan teknis dalam pencatatan kelahiran;

. melakukan pembinaan dan koordinasi petugas pengelolaan

administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
dalam pencatatan kelahiran;

d. melakukan pelayanan pencatatan sipil,

. melaksanaan tugas dukungan terhadap penyelenggaran Pemerintah

Daerah; dan
melakukan administrasi dan legalisasi dokumen kependudukan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal ) Pesem@e~ 2020

PLT. WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal | (Jesembec 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

BERIYA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR \\§



